BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum perjanjian perdamaian dalam mediasi sebagai upaya
penyelesaian yang dikukuhkan menjadi putusan pengadilan akta
perdamaian yang didasarkan atas putusan majelis hakim di pengadilan
sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak
mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perjanjian
perdamaian tersebut tersebut secara sukarela maka dapat diminta eksekusi
kepada pengadilan negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri
memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut tidak dapat upaya
banding maupun kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 132 ayat
(2) HIR.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak beritikad
baik dalam melaksanakan akta perdamaian (acte van dading) yaitu jika para
pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka
mereka dapat meminta kepada majelis hakim agar kesepakatan perdamaian
yang telah mereka sepakati bersama dituangkan dalam akta perdamaian
yang dituangkan dalam putusan yang tidak dapat upaya banding maupun

kasasi.
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B. Saran

1. Dalam rangka mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya murah serta
agar tercapainya asas keadilan dan kepastian hukum, guna menghadapi
permasalahan hukum perjanjian perdamaian dalam upaya penyelesaian
yang dikukuhkan menjadi putusan pengadilan akta perdamaian maka
lembaga perdamaian dalam bentuk mediasi menjadi salah satu solusi
alternatif. Kesepakatan dalam mediasi dilakukan hanya agar perkara cepat
selesai dan segera di putus. Jika para pihak yang berperkara telah mencapai
kesepakatan untuk berdamai, maka mereka dapat meminta kepada majelis
hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah mereka sepakati bersama
dituangkan dalam akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan.

2. Hasil penyelesaian sengketa melalui proses peradilan sudah seharusnya
dapat memberikan rasa adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu aspek
keadilan merupakan sangat penting dalam penyelesaian sengketa di
Pengadilan. Namun untuk mencapai aspek keadilan tersebut tidaklah
mudah, karena keadilan sediri bersifat abstrak. Setiap orang memiliki
penilaian tentang adil yang berbeda. Kriteria adil bagi salah satu pihak,
belum tentu adil bagi pihak yang lain. Oleh sebab itu perlu dicari makna adil
yang sesungguhnya, karena permasalahan telah selesai melalui Mediasi di
luar Persidangan, maka para pihak tidak seharusnya mengajukan gugatan
untuk memperoleh akta perdamaian (acte van dading), melainkan

mendaftarkan perjanjian perdamaian tersebut.
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